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ABSTRAK

Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum PT. Grab dengan pengemudi dan bagaimanakah penyelesaian pemutusan perjanjian kemitraan secara sepihak di Kota Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya pengemudi sering terdiskriminasi oleh pihak PT. Grab akibat dari kontrak baku dalam E-Contract, salah satunya yang sering terjadi adalah hanya karna pemberian sedikit rating yang membuat akun pengemudi terkena suspend hingga pemutusan hubungan kemitraan yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Grab Indonesia.
Kata kunci : Pemutusan, Perjanjian, Kemitraan

DISCONTINUATION OF PARTNERSHIP AGREEMENT BY PT. GRAB WITH THE DRIVER
(CASE STUDY IN MATARAM CITY)

ABSTRACT
The purpose and benefits of this study to determine the legal relationship of PT. Grab with the driver and how to resolve the unilateral termination of the partnership agreement in Mataram City. The method used in this research is empirical normative method. Based on the research results, in its implementation, drivers are often discriminated against by PT. Grab as a result of the standard contract in the E-Contract, one of which often happens is the unilateral decision making on the partnership agreement made until the partnership relationship is terminated unilaterally by PT. Grab Indonesia.
Keywords: Termination, Agreement, Partnership

I. PENDAHULUAN
Jasa transportasi merupakan salah satu jenis jasa yang sering ditemui dan paling sering digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Jasa transportasi saat ini berkembang pesat dan menjadi usaha yang menguntungkan terutama di daerah perkotaan yang rawan dengan kemacetan. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman yang semakin maju, manusia dihadapkan pada kebutuhan yang semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia ingin segala sesuatu bersifat mudah, cepat, dan praktis. 	
Akhir-akhir ini, di Indonesia muncul istilah jasa transportasi online atau jasa transportasi berbasis aplikasi atau yang familiar disebut “ojek online”. Transportasi online ini memanfaatkan aplikasi sebagai media untuk melakukan pemesanan yaitu melalui gadget atau telepon genggam untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan transportasinya. Munculnya jasa transportasi online ini tidak hanya sebatas mengantar atau menjemput penumpang saja, tetapi juga mencakup jasa pemesanan antar makanan, jasa pengiriman barang, jasa pindah rumah, dan jasa lainnya. Seiring dengan itu masyarakat Indonesia kemudian tertarik dan menggunakan aplikasi jasa transportasi online ini untuk memudahkan aktivitas mereka. Salah satu penyedia jasa transportasi online yang berhasil merebut perhatian masyarakat ini adalah Grab. Penyedia jasa transportasi online ini sendiri dikelola oleh perusahaan PT. Grab Indonesia.
Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini, PT. Grab Indonesia menjalin kerja sama dengan pengemudi. Kerjasama tersebut dapat dilihat dari perjanjian kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan pengemudi. Pada dasarnya suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk jika ada perubahan juga harus dengan kata sepakat. Apabila salah satu pihak (perusahaan penyedia aplikasi) mengubah isi perjanjian kemitraan, maka tentu harus ada persetujuan dari pihak lainnya.[footnoteRef:2] Namun dalam praktiknya, prinsip dari perjanjian kemitraan ini kurang dipahami, sehingga banyak memunculkan kesan yang tidak seimbang antar para pihak. Perjanjian kemitraan yang diterapkan Grab dengan mitra pengemudi dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik. Dalam hal ini pengemudi kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi, salah satunya yang sering terjadi adalah pengambilan keputusan secara sepihak atas perjanjian kemitraan yang dibuat hingga pemutusan hubungan kemitraan yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Grab Indonesia.  [2: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbcfc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-driver-ojek-online, diakses pada tangga l8 Mei 2020, pukul 14.00 WITA.] 

Kejadian tersebut juga marak menimpa para pengemudi di Kota Mataram yang dibuat bingung atas perlakuan perusahaan Grab yang melakukan pemutusan kemitraan secara sepihak. Pemutusan kemitraan tersebut dianggap oleh para pengemudi dilakukan atas alasan yang kurang jelas, kasus yang sering terjadi hanya karena pemberian sedikit bintang oleh konsumen kepada pengemudi yang berimbas pada karir pengemudi di perusahaan. Pengemudi yang terkena pemutusan kemitraan tidak bisa melakukan apa-apa akibat akunnya telah dinonaktifkan oleh pihak Grab. Akibat perlakuan tersebut pengemudi meminta hak-haknya karena pengemudi sering diposisikan pada pihak yang lemah diantara perusahaan maupun konsumen.
 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian yang berjudul Pemutusan Perjanjian Kemitraan Secara Sepihak Antara PT. Grab Dengan Pengemudi (Studi Kasus di Kota Mataram) ini antara lain: 1) Bagaimanakah Hubungan Hukum antara PT. Grab dengan Pengemudi; 2) Bagaimana penyelesaian pemutusan perjanjian kemitraan sepihak antara PT. Grab dengan pengemudi di Kota Mataram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk menganalisis hubungan hukum antara PT. Grab dengan pengemudi.; 2) Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian pemutusan perjanjian sepihak antara PT. Grab dengan pengemudi di Kota Mataram. Manfaat dari penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum khususnya terutama hukum bisnis yaitu mengenai perjanjian kemitraan transportasi online. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach).[footnoteRef:3] Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; 1) Data Primer; dan 2) Data Sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu: 1) Studi Kepustakaan; dan 2) Penelitian lapangan. [3:  Amirudin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016] 





II. PEMBAHASAN
Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara malaysia, mereka melihat adanya dampak negatif dari tidak efisiennya sistem informasi yang ada saat itu. Mereka pun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam Kontes Harvard Businnes School’s 2011 Business Plan.[footnoteRef:4] Aplikasi Grab menawarkan 5 pilihan layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor hingga pengiriman paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia. [4: https://grabaja.wordpress.com/sejarah/, diakses pada 15 Agustus 2020 Pukul 16.00 WITA.] 

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan/atau antara subyek hukum dengan obyek hukum. Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak di dalamnya. Berdasarkan penyelenggaraannya hubungan hukum antara PT. Grab sebagai perusahaan penyedia transportasi berbasis online dengan pihak pengemudi sebagai mitra kerja. 
Kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang akan melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh suatu keuntungan. Istilah kemitraan juga disamakan dengan istilah partnership, yaitu hubungan kontraktual antara seseorang dalam suatu hubungan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.[footnoteRef:5] [5: Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta, Genta Press, 2008, hlm. 1.] 

Hubungan hukum Kerjasama antara Grab dengan mitra pengemudi direkatkan kedalam suatu hubungan perjanjian kemitraan. Dasar hukum utama penyelenggaraan perjanjian ialah pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan peristiwa itu, maka lahir suatu hubungan hukum antara para pihak yang disebut perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”
Perumusan mengenai perjanjian kemitraan dalam transportasi online secara umum mengacu dalam KUH Perdata yakni Pasal 1338 jo 1320. Perjanjian kemitraan dalam bisnis transportasi online merupakan salah satu jenis perjanjian pada sektor bisnis, namun secara garis besar perjanjian tersebut wajib memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yakni: 
Pertama, Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri yaitu pihak PT. Grab dengan Pengemudi bersedia mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian kemitraan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini terdapat hak dan kewajiban yang tercantum dalam e-contract PT. Grab dengan Pengemudi, sebagai berikut.
Hak PT. Grab sebagai perusahaan penyedia Transportasi online yaitu: a) Menerima atau menolak calon mitra pengemudi; b) Memperoleh pembagian keuntungan atas hasil jasa yang diperoleh mitra pengemudi; c) Menentukan arah kebijakan perusahaan dalam penentuan standar operasional pelayanan. Hak pengemudi sebagai mitra yaitu: a) Mendapatkan informasi pemberitahuan pesanan konsumen dalam aplikasi yang dikelola perusahan aplikator; b) Menerima atau menolak order pesanan dari konsumen; c) Mendapatkan bayaran sejumlah yang ditetapakan dalam aplikasi baik dalam bentuk cash maupun yang dimasukan dalam bentuk dompet digital; d) Mendapatkan bonus dari perusahan aplikator berdasarkan passing grade jumlah dan waktu operasional yang ditetapkan Standar Operasional Perusahaan.
Kewajiban PT. Grab sebagai perusahaan penyedia transportasi online yaitu: a) Memberikan sosialisasi secara jelas terkait mekanisme stan dari operasional dan manajemen pelayanan terhadap konsumen; b) Menggunakan dan mengelola akun data mitra pengemudi dengan benar sesuai perjanjain yang disepakati; c) Mendistribusikan pesanan konsumen kepada mitra melalui media aplikasi; d) Memberikan insentif kepada mitra pengemudi sesuai dengan standar passing grade yang ditetapkan perusahaan aplikator. Kewajiban pengemudi sebagai mitra yaitu: a) Berkewajiban untuk memberikan informasi data pribadi kedalam sistem aplikasi secaar benar; b) Menggunakan spesifikasi kendaraan berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan oleh perusahaan; c) Bagi Pengemudi Roda Dua wajib menggunakan atribut jaket dan helm yang memuat logo perusahaan aplikator; d) Mengantarkan dan atau melayani permohonan pesanan konsumen sesuai dengan tujuan dan standar pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan aplikator. 
Kedua, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh calon mitra pengemudi dengan perusahaan aplikator, unsur kecakapan para pihak telah terpenuhi. Hal ini ditunjukan pada proses rekruitmen pada calon mitra yakni: a) Fotocopy KTP, SIM, STNK, KK; b) Surat keterangan Domisili apabila KTP dan tempat tinggal beda; c) SKCK calon pengemudi Grab asli dengan cap basah; d) Memiliki Smartphone; e) Buku Rekening; f) Tahun produksi kendaraan mengikuti kriteria jenis kendaraan; g) Melampirkan pas foto 3x4. Melihat dari beberapa persyaratan tersebut merupakan syarat administrasi yang hanya dapat diperoleh oleh sesorang yang telah berusia 17 tahun dan mempunyai reputasi bebas dari suatu tindakan kejahatan.
Ketiga, Suatu hal tertentu. Dalam proses penyelenggaraan Kerjasama antara PT. Grab sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan pengemudi tidak dicantumkan bentuk atau pola kemitraan dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Bentuk atau pola kemitraan antara PT. Grab dengan pengemudi adalah bentuk lainnya. Hal tersebut karena dalam pelaksanaannya, kontrak kerjasama kemitraan antara PT. Grab dengan pengemudimelakukan bagi hasil keuntungan sebesar 80 (delapan puluh) persen untuk pihak pengemudi dan 20 (dua puluh) persen untuk pihak PT. Grab.
Keempat, Suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian kemitraan pada bisnis transportasi online, para pihak sama-sama diuntungkan yaitu pihak mitra pengemudi dapat terbantu dengan adanya aplikasi yang digunakan untuk mencari konsumen serta mendapatkan penghasilan. Sedangkan perusahan mendapatkan presentase keuntungan dari hasil pengangkutan penumpang oleh mitra pengemudi. 
Jika ditinjau secara normatif, hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan Grab dengan mitra pengemudi dalam kontrak kemitraan bukanlah tergolong sebagai perjanjian kerja melainkan dalam bentuk perjanjian kemitraan. Dalam hubungan kerjasama kemitraan terdapat kesetaraan dan mutualisme antara para pihak. Hal tersebut sangat kontras dengan hubungan ketenagakerjaan yang mengedepankan prinsip adanya pihak yang menjadi majikan dan pekerja.
Dalam kerjasama kemitraan antara PT. Grab dengan Pengemudi sering terjadi tindakan penghentian kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Grab, hal ini sangat merugikan pihak pengemudi sebagai mitra. Pada dasarnya, pengakhiran yang dilakukan adalah suatu perbuatan, sehingga kreditur tidak dapat berbuat sesuatu apapun terhadap suatu kelalaian dari debiturnya yang merugikan kreditur. Dalam pengakhiran tersebut biasanya terjadi karena pihak ketiga yang merasa dirugikan atas tindakan kreditur yang mengakhirkan perjanjian.[footnoteRef:6]  [6: Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, cet 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992. hlm 61.] 

Melihat dari fakta yang ada dilapangan serta wawancara dengan pengemudi Grab, bahwa kasus pemutusan kemitraan secara sepihak yang sering terjadi hanya karena pemberian sedikit bintang yang dilakukan oleh konsumen kepada pengemudi yang berpengaruh pada karir pengemudi diperusahaan.[footnoteRef:7] [7: Hasil wawancara dengan Muhammad Yuzar, pengemudi Grab, tanggal 7 Oktober 2020.] 

Kemitraan sejatinya adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.[footnoteRef:8] seharusnya pihak PT Grab dan pengemudi saling menguntungkan, bukan merugikan salahsatu atau kedua belah pihak. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan juga menyebutkan salah satu unsur yang tercantum dalam definisi kemitraan yaitu adanya prinsip yang saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. [8: Munir Fuady, 2001, Hukum Perjanjian dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.] 

Berkaitan dengan penyelesaian pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT. Grab dengan pengemudi, Jika hubungan pengusaha penyedia aplikasi dan pengemudi adalah hubungan kemitraan, maka yang terjadi adalah kesetaraan antara pihak tanpa ada unsur upah dan perintah. Apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Grab dengan pengemudi, Maka ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu: a) Penyelesaian secara Litigasi (Pengadilan). Apabila pihak pengemudi merasa keberatan dan ingin menyelesaikan kasus melalui pengadilan atau litigasi, pihak Grab memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta. Ini artinya sengketa yang terjadi antara pihak PT. Grab dengan pengemudi yang berada di daerah lain diluar DKI juga diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta.[footnoteRef:9] Dalam hal ini pihak pengemudi di Kota mataram belum ada yang pernah membawa kasus pemutusan perjanjian kemitraan secara sepihak hingga ke pengadilan karena terkait dengan kebijakan Grab yang dalam hal ini menyelesaikan kasus sengketa melalui jalur Litigasi hanya bersedia dilakukan pada wilayah kantor Grab pusat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta dan tidak melayani penyelesaian sengketa melalui kantor perwakilan cabang membuat pihak pengemudi terkendala masalah biaya dan sebagainya.[footnoteRef:10] b) Penyelesaian secara Non-Litigasi. Dalam penyelesaian ini terdapat berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:[footnoteRef:11] Arbitase, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Penilaian ahli. Dalam hal ini PT. Grab melakukan penyelesaian sengketa melalui Negosiasi dan Mediasi kemudian apabila hasil dari keputusan masih menimbulkan perselisihan pihak Grab memilih penyelesaian melalui Arbitrase menggunakan pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).[footnoteRef:12] Apabila terjadi pemutusan perjanjian kemitraan di Kota Mataram dalam hal ini PT. Grab mengambil langkah awal dengan melakukan penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan. Pihak Grab mengkorfimasi dulu apakah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengemudi apakah termasuk didalam jenis pelanggaran ringan atau berat yang sudah tercantum dalam kode etik Grab. Penyelesaian melalui jalur Non Litigasi yang sering terjadi yaitu melalui musyawarah dengan menghadirkan pengemudi yang terkena suspend dan menjelaskan pelanggaran yang diperbuat apabila termasuk dalam dan menjabarkan kesalahannya, apabila pelanggaran ringan pengemudi bisa disuspend paling sedikit 1 hari kerja setelah itu pengemudi dapat menggunakan akunnya Kembali kemudian apabila melakukan pelanggaran berat yang sesuai dengan kode etik dan terbukti pihak Grab langsung melakukan putus mitra.[footnoteRef:13] [9: https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 13.20 WITA.]  [10: Hasil wawancara dengan Satria Putra Eko, karyawan PT. Grab cabang  Mataram, pada tanggal 23 Desember 2020.]  [11: Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016, hlm. 1.]  [12: https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/, diakse pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 13.20 WITA.]  [13: Hasil wawancara dengan Satria Putra Eko, karyawan PT. Grab cabang Mataram, pada tanggal 23 Desember 2020.] 




















III. PENUTUP
Simpulan                                    `	
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Hubungan hukum antara PT. Grab sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan pengemudi merupakan hubungan kemitraan. Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Grab dengan pengemudi dibuat secara elektronik (e-contract). Bentuk atau pola kemitraan antara PT. Grab dengan pengemudi adalah bentuk lainnya. Hal tersebut karena dalam pelaksanaannya, kontrak kerjasama kemitraan antara PT. Grab dengan pengemudi melakukan bagi hasil keuntungan sebesar 80 (delapan puluh) persen untuk pihak pengemudi dan 20 (dua puluh) persen untuk pihak PT. Grab. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya dibidang ketenagakerjaan tidak berlaku didalam perjanjian kerjasama kemitraan PT. Grab dengan pengemudi. 
2. [bookmark: _GoBack]Upaya hukum penyelesaian pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT. Grab dengan pengemudi di Kota Mataram dilakukan melalui 2 (dua) upaya yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi dilakukan pada Pengadilan Negeri dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini pengemudi di Kota Mataram belum ada yang membawa kasus pemutusan perjanjian kemitraan sampai ke tingkat pengadilan karna pihak Grab hanya bersedia melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta. Kemudia ada Non Litigasi atau penyelesaian di luar Pengadilan dilakukan dengan cara melakukan Negosiasi, Mediasi, atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Selama ini apabila terjadi kasus pemutusan kemitraan ini pihak Grab di Kota Mataram mengambil langkah awal melakukan penyelesaian sengketa secara musyawarah kekeluargaan.
Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada PT. Grab untuk memperbaiki E-contract Pemberian kesempatan kepada pihak mitra (pengemudi) untuk melakukan koreksi dari isi perjanjian tersebut baik di tahap prakontrak maupun ketika pelaksanaan kontrak yang dibuatnya agar sesuai dengan prinsip kemitraan, yaitu prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
2. Diharapkan konflik internal yang terjadi antara pengemudi sebagai mitra dan PT. Grab sebagai perusahaan pengelola usaha transportasi berbasis online dalam hubungan kerjasama kemitraan ini dapat diselesaikan secara Non Litigasi baik secara musyawarah kekeluargaan dimana perusahaan Grab hendaknya menyediakan wadah berkonsultasi untuk mendengarkan dan menampung keluh kesah dari pengemudi selama menjalankan pekerjaannya di lapangan sehingga apapun bentuk permasalahan yang timbul dapat dicarikan solusi terbaik untuk menghindari kesalah pahaman yang dapat merugikan kedua belah pihak.
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